
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PUTUSAN
Nomor 2350/Pdt.G/2023/PA.Krw

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: 

Pemohon,  NIK  :  3215262802020002,  Tempat  Tanggal  Lahir,  Karawang,  28

Februari  2002,  Laki-laki,  Agama  Islam,  Pendidikan

Terakhir  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas  (SLTA),

Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di  Kabupaten

Karawang,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

LILI  SUHARTA,  SH.,  ANDRI  MULANA,  SH.,  &

GURUH  ABDUH  ABDULLAH,  SH.,  Advokat-Advokat

pada  Kantor  Hukum  “LILI  SUHARTA  &  REKAN”

beralamat  kantor  di  Jl.  Pasundan  No.11,Kelurahan

Nagasari,  Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten

Karawang.  Berdasarkan Surat  Kuasa Khusus tanggal

04 Juli 2023, menguasakan kepada, sebagai  Pemohon

m e l a w a n

Termohon, Tempat Tanggal Lahir,  Karawang, 03 Oktober 2001, Perempuan,

Agama  Islam,  Pendidikan  Terakhir  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas  (SLTA),  Pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  Beralamat  di Kabupaten  Karawang,  sebagai

Termohon

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah

mengajukan   Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Karawang,  dengan  Nomor  2350/Pdt.G/2023/PA.Krw,  tanggal  05  Juli

2023,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara

sah menurut Hukum Islam pada tanggal 24 Juli 2021, dan tercatat di Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Karawang  Barat,  Kabupaten  Karawang

Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/069/VII/2021

tertanggal 26 Juli 2021;
2. Bahwa  setelah  pernikahan  berlangsung  Pemohon  dan  Termohon  telah

menjalani rumah tangga dengan harmonis dan tinggal bersama di  rumah

kontrakan  yang  berada  di  wilayah  Cinangoh  II  Karawang,  dan  hidup

sebagaimana layaknya suami isteri.  Dan dari  perkawinan tersebut  belum

dikaruniai anak;
3. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada  tahun

pertama perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di

rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari  yang dilalui

penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai  antara Pemohon

dan Termohon. Namun pada bulan  Desember 2021 mulai  sirna,  halmana

sering  di  tandai  adanya  perselisihan dan pertengkaran antara  Pemohon

dengan Termohon yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, yang

mana Termohon sebagai  seorang isteri  selalu  mempermasalahkan biaya

nafkah  yang  diberikan  Pemohon  dan  Termohon  lebih  menuntut  biaya

nafkah diluar  kemampuan Pemohon,  sedangkan Pemohon sudah sering

menasehati  Termohon untuk  bersabar,  akan tetapi  Termohon tetap  tidak

mendengar;
4. Bahwa setalah adanya permasalahan diatas, membuat Termohon sebagai

seorang istri menjadi kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon

dan ketika sedang adanya permasalahan, Termohon sering meminta untuk

diceraikan oleh Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan

Termohon menjadi tidak baik di dalam rumah tangga;
5. Bahwa  permasalahan  diatas  terus  terjadi  berulang-ulang  dilakukan

Termohon,  membuat  antara  Pemohon  dengan  Termohon  menjadi  lebih
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sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  secara  terus-menerus

yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada

kebahagian lahir dan batin serta tidak ada harapan hidup rukun kembali

dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan  Februari  2022 perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon mencapai  puncaknya,  setelah  pertengkaran

terjadi Termohon memutuskan  untuk  keluar  kontrakan,  sejak  saat  itu

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  berhubungan  layaknya  pasangan

suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan

Agama Karawang; 
7. Bahwa  karena  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang

demikian  itu  telah  jelas,  telah  tidak  tercapai  tujuan  sebuah  perkawinan

membentuk keluarga yang bahagia, yang syakinah mawaddah warahmah,

melainkan sebaliknya telah  mendatangkan mudhorat  bagi  Pemohon dan

Termohon,  dan telah  sulit  untuk  dapat  diharapkan antara  Pemohon dan

Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,  maka karena itu

Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  mengakhiri  ikatan  perkawinan

dengan  Termohon  agar  masing-masing  bebas  memilih  jalan  hidupnya

sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain; 
8. Bahwa karena Permohonan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal

116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  pada  tempatnya  Pemohon

memohon agar Pengadilan Agama Karawang dapat menerima permohonan

ini dan mengabulkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memutuskan

ikatan  perkawinan  dengan  Termohon  dengan  mengizinkan  Pemohon

menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam persidangan  perkara ini; 

Berdasarkan  hal-hal  diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya

Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 
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2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

Raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon) dalam  persidangan  di  Pengadilan

Agama Karawang; 

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; 

SUBSIDAIR

- Apabila  Ketua  Pengadilan  Agama  Karawang  berpendapat  lain, mohon

putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono)

       Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

kuasa  hukumnya  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun

berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  yang  dibacakan  di  persidangan,

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan

yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Pemohon agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  pemohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  pemohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan  bukti  berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0493/069/VII/2021  tertanggal  26  Juli  2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Karawang  Barat,

Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai

cukup (Bukti P);

Menimbang,  bahwa  Pemohon  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

sebagai berikut : 

1. Saksi  1,  bertempat  tinggal  di  Kab.  Karawang. Saksi  dibawah  sumpah

telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan

selaku ayah kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  membina  rumah

tangga di rumah kontrakan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya

rukun,  namun  sejak  bulan  Desember  2021  mulai  kelihatan  tidak

harmonis;

- Bahwa saksi  pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon

dengan Termohon; 

- Bahwa yang saksi  tahu mereka bertengkar  karena Termohon sering

menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

Februari 2022 dan Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi  pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi

Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa sudah  musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon

tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2,  bertempat tinggal di  Kab. Karawang.  Saksi dibawah sumpah

telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan

selaku Kakek Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  membina  rumah

tangga di rumah kontrakan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya

rukun,  namun  sejak  bulan  Desember  2021  mulai  kelihatan  tidak

harmonis;

- Bahwa saksi  pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon

dengan Termohon; 
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- Bahwa yang saksi  tahu mereka bertengkar  karena Termohon sering

menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

Februari 2022 dan Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi  pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi

Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa sudah  musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon

tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan

keterangan  secukupnya  dan  telah  meneguhkan  dalil-dalil   permohonannya

dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara  Termohon

tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya,  meskipun

menurut berita acara pangilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan

demikian  tidak  ada  upaya  mediasi  lagi,  sebagaimana  ketentuan  Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha

menasehati  Pemohon  agar  kembali  rukun  dengan  Termohon  tetapi  tidak

berhasil   karena  Pemohon tetap  pada pendiriannya,  ingin  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon

yaitu sejak bulan  Desember 2021 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan,

karena  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah

rumah;
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Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  untuk  hadir  di

persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang

sah  padahal  Termohon   sudah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka

Termohon   harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan   tersebut  harus

diperiksa  tanpa  hadirnya   Termohon  serta  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab

“al-Anwar”,  juz  II,  halaman  149,  yang  artinya  berbunyi  “Apabila  Termohon

berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau  enggan,  maka  hakim  boleh

memeriksa permohonan  tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan

keputusannya”;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalil  syar’i  di  atas  diambil  alih  oleh

Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  HIR.  yaitu

putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  dan  disamping  itu  karena

perkara  perkawinan  merupakan  perdata  khusus,  maka  majelis  membebani

Pemohon  wajib bukti atas  dalil-dalil  permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon

tersebut,  Pemohon selain  mengajukan  bukti  surat  berupa  P  juga  telah

mengajukan dua orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.  tersebut,  Majelis  berpendapat

bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenaya

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Pemohon

dan  Termohon telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  oleh  karenanya

Pemohon dan  Termohon merupakan  Persona  Standi  in  Yudicio dan

berkepentingan dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  di  persidangan  telah

dewasa  dan  bersumpah  menurut  tatacara  agamanya  dan  keterangannya

mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  syarat

material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan

para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang sah;

2. Bahwa antara  Pemohon dengan  Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  sejak  bulan  Desember  2021  yang  disebabkan  Termohon

sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari

2022 dan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu sudah

tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Pemohon dan

Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  tersebut  di

atas,  Majelis  Hakim  terlebih  dulu  akan  memberikan  landasan  hukum untuk

penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah

tangga  disebut  pecah  (broken  marriage),  terjadi  setidaknya  ada  2  kriteria.
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Pertama perselisihan itu terdapat pada  Pemohon dan  Termohon, dan Kedua

percekcokan  itu  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  kedua  suami  isteri  secara

berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat

pada  Pemohon dan  Termohon artinya   Pemohon dan  Termohon telah

memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan

kepada  fakta  yang  terjadi  sebagaimana  tercantum  di  atas,  di  mana  antara

Pemohon dan  Termohon sering  terjadi  pertengkaran dan percekcokan  yang

terus  menerus  disebabkan  Termohon  sering  menuntut  nafkah  diluar

kemampuan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  kriteria  kedua  perselisihan  tidak  dapat

diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti  antara

Pemohon dan  Termohon telah  pisah  rumah  Pemohon  dan  Termohon  telah

pisah rumah sejak sekitar  bulan Februari  2022 yang lalu dan sejak saat  itu

sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan

demikian rumah tangga antara  Pemohon dan  Termohon telah pecah (broken

marriage);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat

dikabulkan  jika  fakta  menunjukkan  rumah  tangga  sudah  pecah  (broken

marriage) vide  SEMA (Surat  Edaran  Mahkamah Agung  RI)  Nomor  4  Tahun

2014;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  kehidupan  rumah

tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin

dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur’an surah Ar Rum ayat

21  yakni  membina  rumah  tangga   yang   penuh   ketenteraman  (sakinah),

rasa   kasih  (mawaddah)  dan  sayang  (rahmah)  dan   tidak  dapat  pula

mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta

tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti  disebutkan Pasal 33

dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti  saling cinta mencintai,
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saling hormat menghormati,  saling setia,  saling memberi  bantuan lahir  batin

dan  tetap  pada  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab  sesuai  koridor  masing-

masing;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  bertujuan  diantarannya  menciptakan

kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

wajib  dilestarikan,  namun  sebaliknya  jika  telah  terjadi  perselisihan   dan

pertengkaran  secara  terus  menerus  tidak  mungkin  mewujudkan  tujuan

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

akan  menimbulkan  ketidakpastian  berkepanjangan  dan  kemadharatan  bagi

kedua  belah  pihak  suami  isteri,  karena   kemadharatan  itu  harus  dihindari

sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah

fiqh yang artinya berbunyi “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

dan  “Menghindari  mafsadat  (kerusakan)  lebih  diutamakan  dari  mencari

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  demikian  juga  menurut  Mahkamah  Agung

sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

1990  yang  kemudian  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim  bahwa

apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

PP  No.  9  Tahun  1975,  maka  hal  itu  semata-mata  ditujukan  kepada

perkawinannya itu sendiri  tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal

terjadinya  perselisihan  yang  mengakibatkan  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun  lagi,  karena  pernikahan  adalah  suatu  perjanjian  yang  suci  (mitsaqan

gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

kesalahan  salah  satu  pihak,  sehingga  apabila  perkawinan  itu  telah  pecah

berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah

memenuhi  apa  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  1  tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf   (b)  dan  (f)  Peraturan  Pemerintah
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Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf  (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, hal

ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i sebagai berikut:  

1. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya “Dan jika  mereka

berazam  (bertetap hati)   untuk   talak,   maka sesungguhnya  Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna’ juz III halaman 402

yang artinya “Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup

alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan

alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka permohonan Pemohon aquo telah terbukti dan dapat dikabulkan

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka

sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

50  tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  segala  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu raj'i  terhadap Termohon (Termohon) di  depan sidang Pengadilan

Agama Karawang;  
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4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);  

   Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada   hari   Rabu tanggal  26  Juli  2023  Masehi,   bertepatan

dengan tanggal  08 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami  Muhammad Siddik,

S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta  Drs. H. Endang Tamami, S.H., M.H.

dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

oleh  Abdul  Ghaffar  Mubtady,  S.H.I.,  M.M. sebagai  Panitera  Pengganti.

Putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  Hakim  Ketua  dalam  sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri  Pemohon didampingi kuasa hukumnya

tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Endang Tamami, S.H., M.H.  Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya : 

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 300.000,00
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4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00

 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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